QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN GAYO LUES

TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat {1} Undang-

Mengingat

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib
mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertal penjelasan
dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesual
dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama,

b. bahwa Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2016 yang
diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
vang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBE serta Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara vang telah disepakati bersama
antara Pemerintah Daerah dengan DPREK pada Tanggal Sepuluh
Bulan November Tahun Dua Ribu Lima Belas;

¢c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

L I

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran
2016,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Buru dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
MNomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 Lembaran Megara Republik Indeonesia Tahun 1294,
Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);

. Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 1999 tentang Penvelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kelusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupalen
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Rayva dan Kabupaten Aceh Tamiang
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4179];
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia tahun 2004 Nemeor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 200& tentang Pemerintahan

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633]);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Repuhblik Indenesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54935);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2987), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028;

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nemor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urmum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
MNomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4573);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomeor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomeor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomeor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 437 8);

Peraturan Pemerintah Nomer 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45835);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indeonesia Nomor
4593,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007
Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah Kepala Dewan Perwakilan Rakvat Daerah dan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomer 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3539,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor & Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
FEepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Presiden Nomor 34 Tashun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Neger1 Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomeor 903);

Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokol-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2| sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);

Dengan Persetujuan Eersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

Dan
BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN
ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Angparan 2016

sebagal berilut :

1. Pendapatan Daerah Rp.1.078.630.873.089,09
2. Belanja Daerah Rp.1.149.640.087.978,09
Surplus /[ (Defisit) (Rp. 71.009.214.889,00)
3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan Ep. 72.009.214 889,00
b. Pengeluaran Rp. 1.000.000.000.,00
Pembiayaan Netto Rp. 71.009.214.889,00
S15a Lebih Pembiavaan Anggaran Tahun
Berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimalksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 40.136.813.523,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 736.682.944 853,00

C.

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1] huruf a

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 301.811.114.713,09

a
terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pendapatan Pajak Dacrah sejumlah Rp. 3.996.060.050,00
b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 18.249.655.500,00
¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 3.685.152.970,00
d. Pendapatan Zakat, Infag dan Sadakah sejumlah  Rp. 2.626.492.106,00
e. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah vang Sah

sejumlah Rp. 11.5792.452.897,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan :
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 22.818.903.853,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 466.817.081.000,00
Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 247.046.960.000,00

C.
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(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2

(2]

(3)

(2)

ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 21.257.181.571,09
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
¢. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya sejumlah Rp. 198.087.218.142,00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari .
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Ep. 410.863.532.619,09
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 738.776.555.159,00
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1} huruf a
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawal sejumlah Rp. 220.927.699.3562,79
b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 24.160.000.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 15.317.186.673,00
d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten

dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. D3Z2.7T58.246,00
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

sejumlah Ep. 142.925.888.537.30
f. Belanja Tidak Terduga sejumilah Rp. 7.000.000.000,00
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 avat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah Ep. 27.581.928.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa sgjumlah Ep. 271.656.903.055,00

c.Belanja Modal sejumlah Rp. 409.537.724.104,00
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Penerimaan sejumlah Rp. 72.009.214.889,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 72.009.214.859,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah REp. 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yvang

Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. G,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Ep. 0,00
b. Penyertaan modal (investasi) PFemerintah Daerah
sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Ep. 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejurnlah Rp. 0,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian vang

tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari ;

E
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Ringkasan APBE;

Ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Kabupaten dan
Organisasi;

Rincian APBE menurut Urusan Pemerintahan Kabupaten,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Kabupaten,
Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Kabupaten Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Kabupaten dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah.

Daftar Perkiraan Penambahan dan Penggurangan Aset Tetap
Daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya vang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligai Daerah.

1. Lampiranl
2. Lampiran II
3. Lampiran III
4. Lampiran IV
5. Lampiran V
6. Lampiran VI
7. Lampiran VII
&. Lampiran VIII
9. Lampiran IX
10. Lampiran X
11. Lampiran XI
12. Lampiran XII
13

Bupati

Pasal 6

menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Angparan Pendapatan dan

Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBEL

Pasal 7

Qanun in1l mulai berlaku pada tangegal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan
menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayvo Lues,

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal 28 Desember 2015M
18 Rabiul Awal 1437H

Yy BUPATI GAYO LUES R

H. IBNU HASIM “e,

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal

SEKRETARIS DA

28 Desember  2015M
18 Rabiul Awal 1437H

H BUPJ’-}zTEN GAYO LUES

LIB, S.Sos,, M.AP &,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO I.-UE.-S TAHIN 2015 NOMOR 77
“NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN GAYO LUES, PROVINSI ACEH: (6/2015)”



